


 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, 

DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2026 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA 

PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA 
TAHUN 2026 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN 
PEMBINAAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)  
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 
2025 .tentang .Pedoman .Umum Pemberian 
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian 

Kebudayaan, Pengguna Anggaran menunjuk pejabat 
eselon I yang bertanggung jawab terhadap program 
bantuan pemerintah untuk menyusun petunjuk 

teknis penyaluran bantuan pemerintah Tahun 
Anggaran 2026; 

b. bahwa penyaluran bantuan pemerintah berupa 

pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan 
Indonesia Tahun 2026 merupakan program bantuan 
pemerintah yang menjadi tanggung jawab Direktur 

Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan 
Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan; 

c. bahwa Menteri Kebudayaan selaku Pengguna 

Anggaran pada Kementerian Kebudayaan telah 
menunjuk Direktur Jenderal Pengembangan, 
Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, 

Kementerian Kebudayaan selaku pejabat eselon I 
yang bertanggung jawab atas program bantuan 

pemerintah untuk menyusun petunjuk teknis 
penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan 
Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan tentang 
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah 

berupa Pemberian Penghargaan Anugerah 
Kebudayaan Indonesia Tahun 2026; 

   

   
Mengingat ... 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN 
PEMBINAAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN 
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2026 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN 
PEMERINTAH BERUPA PEMBERIAN 
PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN 

INDONESIA TAHUN 2026 

 

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA 
PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 

2026 

 

A. DASAR HUKUM  
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6994); 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan 

Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5023); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);  

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan 

Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5115); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713); 


























































